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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 814/1054/BKS/SET-B

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas dan korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya
pengawasan secara internal di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan secara internal Lingkungan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu terutama terhadap Aparatur Sipil Negara
atas masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

11.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU.

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan
melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima, menganalisa, memverifikasi, mengklarifikasi dan
mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi
dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

b. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Inspektorat
Kabupaten Kapuas Hutu;

c. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada
Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;

d. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan
kebijakan pengendalian gratifikasi dan usulan kebijakan



KEEMPAT

KELIMA

pengendalian gratifikasi kepada Kepala Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada Plhak internal Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu;

melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan
instansi; dan

. melakukan pemetaan titikk rawan penerimaan dan pemberian

gratifikasi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 9 Agustus 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NTP. 19700505 199110 1 001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 814/1054/BKS/SET-B. TANGGAL 9 AGUSTUS 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU

JABATAN
NO. JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM
1. | Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Penanggung
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Jawab
2. | Sekretaris pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Ketua
Days Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
3. | Kepala Bidang Data, Disptin dan Kesejahteraan Pegawai pada Sekretaris
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu
4. | Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawal pada Badan Anggota
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu
5. | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Anggota
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
6. | Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur pada Badan Kepegawaian Anggota
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas
Hulu
7. |Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Anggota
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu
8. | Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Anggota
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
(Sub Koordinator Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai)
9. | Analis Hukum Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Anggota
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN
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